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Akta Hibah merupakan salah satu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT. Dalam prosesnya
pembuatannya, tidak boleh ada paksaan terhadap pemberi hibah untuk menandatangani akta tersebut. Hal ini
karena pada dasarnya hibah adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya dengan cuma-cuma. Jika
dalam pembuatan akta hibah terdapat paksaan dari salah satu pihak maka akan berakibat pada keabsahan
akta hibah tersebut dan PPAT dapat digugat. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai seorang PPAT
yang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah dan tanggung
jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuat dengan adanya paksaan dalam penandatanganannya
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1007/Pdt.G/2020/PN Sby. Penelitian ini
menggunakan yuridis normatif, dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris analitis dan menggunakan data
sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat dengan adanya paksaan menjadi
tidak sah dan dapat diminta pembatalannya ke pengadilan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian
mengenai kesepakatan para pihak. Notaris/PPAT Y A dapat diminta pertanggung jawaban secara perdata
karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat akta hibah dimana pemberi hibah tidak
pernah menyetujui adanya penghibahan tersebut dan hal tersebut merugikan pemberi hibah. Tanggung
jawab berikutnya adal ah secara administratif, karena NotariSPPAT Y A telah melanggar Pasal 28 ayat (4)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 serta tanggung jawab secara pidana
karena melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut, PPAT sebaiknya menolak untuk
membuat akta hibah yang dalam penandatanganannya terdapat paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak
karena akan berakibat pada keabsahan akta hibah tersebut dan PPAT dapat dikenakan tanggung jawab
secara perdata, administratif dan bahkan pidana.

...... The Grant Deed is one of the authentic deeds made by or before the PPAT. In the process of making the
Deed, there shouldn’t be any force towards the grantor to sign the deed. It is because basically agrantisa
gift from someone during hig/her lifetime for free. If there is aforce in the making of a grant deed from one
of the parties, it will affect the validity of the grant deed and the PPAT could be sued. The problem of this
research is concerning the validity of the grant deed and the liability of PPAT towards the grant deed which
was made by forcing the signing of the grant deed based on the Surabaya District Court Decision Number
1007/Pdt.G/2020/PN Shy. This research uses normative juridical, with explanatory analytical typology and
uses secondary data. The result of this research showed that the grant deed which was made by force
becomesinvalid and its cancellation could be requested to the court because it does not comply the legal
requirements of the agreement regarding the deal of the parties. Notary/PPAT Y A can be held civilly liable
for committing an unlawful act, namely making a grant deed that has never been approved by the grantor
and it is detrimental to the grantor. The following liability is administratively, because Notary/PPAT Y A has
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violated Article number 28 clause (4) of the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 1
of 2006 as well as criminal liability for violating Article 264 clause (1) of the KUHP. Based on that, it is
better for the PPAT to refuse making a grant deed which was forced by one of the partiesin its signing

because it would affect the validity of the grant deed and PPAT might be subject to civil, administratively,
or even criminaly.



